
TINJAUAN SIYĀSAH SYAR’IYYAH TERHADAP PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN 

SOSIAL BERSKALA BESAR DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Gilang Romadhon

NIM. 05040422098

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


  

 

 

 

 

 

 
 LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

  KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 
 
Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 
 

Nama  :  Muhammad Gilang Romadhon 

NIM  : 05040422098 

Fakultas/Jurusan : Syari’ah dan Hukum/Hukum Publik Islam 

E-mail address :  mgilangromadhon034@gmail.com 
 
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN 
Sunan Ampel Surabaya, Hak   Bebas  Royalti  Non-Eksklusif  atas karya ilmiah : 
     Sekripsi             Tesis         Desertasi  Lain-lain (……………………………) 
yang berjudul :  
 

 
 
 
 
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini 
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, 
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan 
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan 
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. 
 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan 
Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam 
karya ilmiah saya ini. 
 
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 
 
      Surabaya, 7 April 2026 
                        
         Penulis 
 
 
 
 
 

Muhammad Gilang Romadhon 
                      

 

TINJAUAN SIYĀSAH SYAR’IYYAH TERHADAP PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL 

BERSKALA BESAR DI INDONESIA 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 

PERPUSTAKAAN 
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

v

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia mendorong pemerintah menetapkan 
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pengendalian 
penyebaran virus. Kebijakan ini berdampak pada pembatasan berbagai hak asasi 
manusia, seperti hak bergerak, bekerja, beribadah, dan berkumpul, sehingga 
menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan negara dalam membatasi 
hak warga negara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 
bentuk pembatasan hak asasi manusia dalam kebijakan PSBB serta bagaimana 
pembatasan tersebut ditinjau dari perspektif siyāsah syar’iyyah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan 
meliputi peraturan perundang-undangan terkait PSBB, instrumen hukum hak asasi 
manusia, serta literatur hukum Islam yang berkaitan dengan siyāsah syar’iyyah dan 
maqāṣid asy-syarī‘ah. Data dianalisis secara kualitatif normatif melalui penafsiran 
dan pengkajian terhadap norma hukum dan prinsip syariah yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak asasi manusia melalui 
kebijakan PSBB secara normatif dapat dibenarkan selama memenuhi prinsip 
legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan bersifat sementara. Dalam perspektif 
siyāsah syar’iyyah, kebijakan PSBB sejalan dengan tujuan syariat, khususnya 
perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) sebagai bagian dari al-darūriyyāt al-khams, 
meskipun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai problematika, seperti 
ketidaksinkronan kebijakan dan kurang optimalnya perlindungan sosial bagi 
masyarakat terdampak.
Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyarankan agar pemerintah dalam 
merumuskan kebijakan pembatasan hak pada kondisi darurat di masa mendatang 
lebih memperhatikan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan, serta 
memastikan adanya perlindungan sosial yang memadai agar pembatasan hak asasi 
manusia tidak menimbulkan dampak sosial yang berlebihan.
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